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ABSTRAK 
 
Sherly Fardila, 2003 / 44832 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan 

Kendala – Kendala yang dihadapi oleh 
Pemerintah Kota Padang dalam Penyusunan 
Laporan Keuangan 

Pembimbing                                  : 1. Dra.Mirna Tanjung,MS 
  2. Deviani, SE,Ak 
 

 Penelitian ini melihat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kendala  -
kendala yang dihadapi oleh Pemko Padang dalam penyusunan Laporan Keuangan. 
Perumusan Masalahnya adalah (1) Sejauh mana Pemko Padang mampu menerapkan 
Standar Akuntansi Pemerintah dan (2) Kendala – kendala apa saja yang dihadapi oleh 
Pemerintah Kota Padang dalam proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Tujuan 
Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
di Pemerintah  Kota Padang.(2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh 
Pemko Padang dalam proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. 
 Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui 
Sejauh mana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kendala – kendala yang 
dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 
Dinas – dinas yang ada di Kota Padang dan Bendahara Umum Daerah dengan metode 
pengambilan sampel Random Sampling dan sampel yang diambil sebanyak 7 Dinas dan 
Satu Bendahara Umum Daerah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan 
wawancara kepada Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 
Umum Daerah serta data sekunder berupa Laporan Keuangan. Adapun teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis secara deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Kota Padang secara implisit 
belum mampu menerapkan SAP dengan banyaknya Dinas yang belum selesai dalam 
menyusun Laporan Keuangan (2) Adanya kendala – kendala yang dihadapi oleh Pemko 
Padang yaitu sumber daya manusia yang bukan dari akuntansi, kurangnya pelatihan –
pelatihan yang dilakukan oleh Pemko Padang. 
 Dari Penelitian ini penulis sarankan kepada Pemko Padang agar memberikan 
rentang waktu antara sosialisasi dengan penerapan, melakukan pelatihan – pelatihan lebih 
banyak lagi mengenai penerapan SAP dengan perwakilan tiap dinas lebih dari satu orang 
dan memberikan beasiswa pendidikan sesuai dengan jurusan tempat ia bekerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penerapan sistem akuntansi pada Pemerintahan sebelum dilakukan 

reformasi pengelolaan keuangan Negara, masih menerapkan sistem pencatatan 

single entry. Pada sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan 

mencatat satu kali, dimana pada transaksi ekonomi yang berakibat 

bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi ekonomi 

yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Akibat 

dari sistem pencatatan ini, pemerintah tidak memiliki catatan tentang piutang 

dan utang, apalagi catatan aktiva tetap yang dimiliki dan ekuitas. Sehingga 

selama ini pemerintah kita tidak pernah menampilkan laporan realisasi 

anggaran sebagai salah satu bentuk laporan keuangan yang umum kita kenal 

guna menggambarkan posisi keuangan pemerintah. Hal ini disebabkan juga 

karena basis akuntansi yang digunakan selama ini adalah basis kas, pada basis 

ini hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Rekening keuangan 

akhir akan dirangkum dalam buku kas, sehingga laporan keuangan tidak bisa 

dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan kewajiban. 

Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara 

baik pada pemerintah pusat dan daerah terutama dengan ditetapkannya 

Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang 
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menyebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa 

laporan keuangan. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi 

laporan realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas 

Laporan Keuangan. Walaupun telah ditetapkan Undang – Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang didalamnya mengatur tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa 

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK), namun pemerintah baik pusat maupun daerah belum bisa menyusun 

laporan keuangan dimaksud. Hal ini disebabkan belum tersedianya standar 

yang mengatur tentang bentuk dan isi laporan keuangan tersebut pada saat itu. 

  Standar Akuntansi Pemerintahan ini dinilai urgent dan harus 

dilaksanakan sesegera mungkin, agar terdapat keseragaman dalam penyajian 

laporan keuangan di seluruh daerah di Indonesia. Ditetapkannya SAP maka 

telah terpecahkan kebutuhan standar untuk penyusunan laporan keuangan 

pada pemerintahan baik pusat maupun daerah dan dengan diberlakukannya 

SAP dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah akan 

terwujudnya Good Goverment Governance sehingga bisa mencegah praktik 

KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam pengelolaan keuangan Negara 

dan keuangan daerah. Pada tanggal 13 Juni 2004, SAP terbentuk dan 

dikukuhkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi merupakan konsekuensi dari 
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Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, yang ditindaklanjuti dengan PP 

No 105 Tahun 2000 dan UU No 17 Tahun 2003, yang mengamanatkan 

penyajian laporan keuangan pusat dan daerah disusun berdasarkan akuntansi 

pemerintahan. 

Menurut (Kompas : 28/11/2007) pada pemerintah pusat itu sendiri dalam 

penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) belum memadai, hal 

ini bisa terlihat dengan hasil audit dari BPK yang menyatakan bahwa LKPP 

berstatus disclaimer. Panitia Anggaran menilai masalah sumber daya manusia 

merupakan faktor krusial menyangkut LKPP tahun anggaran 2005. 

Pemerintah dinilai baru mampu memperbaiki status disclaimer tersebut pada 

tahun 2009. DPR meminta agar BPK mengaudit ulang LKPP tahun anggaran 

2005, DPR menilai audit ulang dilakukan pada pemeriksaan kinerja atas 

pengelolaan utang pemerintah tahun anggaran 2005 dan 2006 yakni pada pos 

penganggaran dan pengeluaran penganggaran. Misalnya pelunasan obligasi 

dalam negeri jangka panjang dibebankan pada mata anggaran yang tidak 

sebenarnya. Selain itu, penarikan dan penyaluran Surat Utang Nomor 

005/MK/199 di lakukan tanpa melalui mekanisme APBN. Pemeriksaan ulang 

juga harus dilakukan terhadap penyajian saldo utang bunga atas pinjaman luar 

negeri dalam neraca pemerintah pusat per 31 Desember 2005 sebesar Rp 21,7 

Triliun. Selain itu masih ada nilai piutang pajak tahun anggaran 2005 dan 

2006 yang tidak didasarkan pada catatan akuntansi yang memadai dan 

pengungkapannya tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Prosedur 



 4

pencatatan dan pelaporan realisasi penerimaan pajak juga dinilai tidak sesuai 

dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang ditetapkan.  

Prinsip utama dalam upaya implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan 

adalah mengadministrasikan dan menyusun laporan keuangan daerah agar 

didapatkan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh 

transaksi pelaporan baik Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun tingkat 

Propinsi, Kabupaten dan Kota, salah satunya adalah Sumatera Barat dengan 

ibukota Padang merupakan salah satu propinsi yang sedang berkembang saat 

ini. Di Padang itu sendiri penerapan SAP baru dilakukan tahun 2007. Dalam 

penerapan SAP itu sendiri belum sepenuhnya sempurna, dikarenakan sumber 

daya manusianya belum siap menerima perubahan sistem dalam pencatatan, 

dimana sebelumnya Pemerintah Kota Padang tidak menerapkan SAP dan 

kurangnya pelatihan – pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang 

itu sendiri, sehingga Pemerintah Kota Padang mengalami kendala-kendala 

dalam proses penerapan SAP tersebut. 

Mencermati hal di atas, perlu kiranya mengetahui bagaimana penerapan 

dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam 

penerapan SAP tersebut. Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk 

menganalisis apakah Pemerintah Kota Padang telah menerapkan SAP dengan 

baik atau tidak dan kendala-kendala apa saja yang dihadapinya, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian, dalam bentuk skripsi dengan judul :          
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” Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kendala-kendala yang 

dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam Penyusunan Laporan 

Keuangan ” 

B. Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang  masalah di atas maka identifikasi masalah adalah :     

1. Apakah Pemerintah Kota Padang telah menyusun laporan keuangan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ?  

2. Sejauh mana Pemerintah Kota Padang mampu menerapkan Standar 

Akuntansi Pemerintah ?  

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang 

dalam proses penerapan Standar Akuntansi ? 

C. Rumusan Masalah 

1. Sejauh mana Pemerintah Kota Padang mampu menerapkan Standar 

Akuntansi Pemerintah ?  

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang 

dalam proses penerapan Standar Akuntansi ? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan di Pemerintah  Kota Padang 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemko 

Padang dalam proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk Peneliti, sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar, SE 

pada Fakultas Ekonomi UNP. 

2. Penelitan ini akan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah pada pemerintah Kota 

khususnya di Padang. 

3. Bagi lembaga terkait sebagai masukan bagi Komite Standar Akuntansi 

Pemerintah 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan lebih dalam lagi 

mengenai penyusunan laporan keuangan pada pemerintahan daerah. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL 

A. Kajian Teori 

1. Standar Akuntansi Pemerintah 

a. Pengertian Standar Akuntasi Pemerintah 

Menurut (SAP : 2005) sebagai berikut : 

” Prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah. ” 
 

Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan 

persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. 

b. Kedudukan Standar Akuntasi Pemerintah 

Menurut (SAP : 2005) sesuai dengan Undang – undang Nomor 17 

tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan 

daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya 

pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah dengan SAP. 

c. Ruang Lingkup Standar Akuntasi Pemerintah 

Menurut (SAP : 2005) SAP diterapkan di lingkup pemerintahan 

yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di 

lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan 

perundang – undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan 
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laporan keuangan. Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan 

secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan. 

 

2. Laporan Keuangan 

a. Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Bastian (2005 : 247) Laporan keuangan disusun untuk 

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan 

seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama 

satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk 

membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan 

pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi 

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas 

pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan 

perundang-undangan.  

Menurut (SAP : 2005) Setiap entitas pelaporan mempunyai 

kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta 

hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan 

terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :  

1) Akuntabilitas  

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik 
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2) Manajemen 

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga 

memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian 

atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk 

kepentingan masyarakat. 

3) Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur 

kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat 

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh 

atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber 

daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan 

perundang – undangan. 

4) Keseimbangan Antargenerasi 

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan 

penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai 

seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang 

akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban 

pengeluaran tersebut. 

Menurut Bastian (2005 : 247) mendefinisikan laporan 

keuangan sebagai berikut : 

” Representasi posisi keuangan dari transaksi – transaksi yang 
dilakukan oleh suatu entitas .” 
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Menurut (SAP : 2005) mendefinisikan laporan keuangan sebagai 

berikut : 

 ” Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan 
transaksi–transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. ’ 

 

b. Tujuan Laporan Keuangan 

Secara umum tujuan laporan keuangan menurut Bastian (2005 : 

247) adalah : 

” Untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 
dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar 
pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai 
alokasi sumber daya yang dipakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya 
untuk mencapai tujuan.”. 

 

Secara khusus tujuan laporan keuangan menurut Bastian (2005 : 

247) adalah : 

” Menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan 
keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya 
yang dipercayakan, dengan cara : 
1. Menyediakan informasi mengenai sumber – sumber, alokasi dan 

penggunaan sumber daya keuangan atau finansial. 

2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 

3. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi 

kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya dan memenuhi 

kewajiban serta komitmennya. 

4. Menyediakan informasi mengenai kondisi finansial suatu entitas 

dan perubahan di dalamnya.  
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5. Menyediakan informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi 

kinerja entitas dalam hal biaya jasa, efisiensi dan pencapaian 

tujuan. 

Secara umum tujuan laporan keuangan menurut (SAP : 2005) 

adalah : 

  ” Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi 
anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang 
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 
keputusan mengenai alokasi sumber daya. ” 
  

Secara spesifik tujuan laporan keuangan Pemerintah menurut (SAP 

: 2005) adalah : 

  ”  Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan 
keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas 
sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan : 
1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban dan ekuitas dana pemerintah. 

2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah. 

3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan 

sumber daya ekonomi. 

4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya. 

5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 

6) Menyediakan informasi mengenai potensi peemerintah untuk 

membiayai penyelenggaran kegiatan pemerintah. 
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7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi 

kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.  

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan 

prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk 

memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi 

yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang 

berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.  

c. Komponen Laporan Keuangan 

Menurut (SAP : 2005) Komponen – komponen yang terdapat 

dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah :  

1. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber 

alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh 

pemerintah pusat / daerah, yang menggambarkan perbandingan 

antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai 

Realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dari suatu 

entitas pelaporan yang masing – masing diperbandingkan dengan 

anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut 

dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal – hal 

yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal, 

sebab – sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran 

dan realisasinya. 
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Tabel 1 

Format Laporan 
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2. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas 

pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana. 
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Tabel 2 
Format Neraca 
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3. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan 

dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, 

pembiayaan dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan 

saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas 

pemerintah pusat / daerah selama periode tertentu. 

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari 

penerimaan dan pengeluaran kas. 
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Tabel 3 

Format Laporan Arus Kas 

 



 18
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4. Catatan atas Laporan Keuangan  

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau 

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, 

Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan 

juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang 

dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang 

diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar 

Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan – ungkapan yang 

diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara 

wajar. 

d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Menurut (SAP : 2005) : 

” Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran – ukuran 
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga 
dapat memenuhi tujuannya.” 

 

 Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang 

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas 

yang dikehendaki :  

1. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi 

yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan 

pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa 

lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan 

atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan 
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demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat 

dihubungkan dengan maksud penggunaanya. Informasi yang 

relevan : 

a) Memiliki Manfaat Umpan Balik. 

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau 

mengoreksi ekspetasi mereka dimasa lalu. 

b) Memiliki Manfaat Prediktif. 

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa 

yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian 

masa kini. 

c) Tepat Waktu. 

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh 

dan berguna dalam pengambilan keputusan. 

d) Lengkap.  

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap 

mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang 

dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang 

melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat 

dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar 

kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah 

2. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta 
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secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, 

tapi jika hakikat penyajiannya tidak dapat diandalkan maka 

penggunaan informasi tersebut secara potensial dapt menyesatkan. 

Informasi yang andal memenuhi karakteristik : 

a) Penyajian Jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 

b) Dapat diverifikasi 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, 

dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak 

yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak 

berbeda jauh. 

c) Netralitas 

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak 

pada kebutuhan pihak tertentu. 

3. Dapat dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih 

berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada 

umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan 

eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu 

entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke 



 22

tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas 

yang diperbandingan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. 

Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi 

yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada 

periode terjadinya perubahan. 

4. Dapat dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat 

dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah 

yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk 

itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 

atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta 

adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang 

dimaksud. 

e. Laporan Keuangan Konsolidasian 

Menurut (SAP : 2005) : 

” Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan 
yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas 
pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.” 

 
 

3. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan 

Menurut (SAP : 2005) Pelaporan Keuangan pemerintah 

diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang 

mengatur keuangan pemerintah, antara lain : 

a. Undang – undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian 

yang mengatur keuangan negara. 
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b. Undang – undang di bidang keuangan negara 

c. Undang – undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara 

d. Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang 

pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. 

e. Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang 

perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

f. Ketentuan perundang – undangan tentang pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah. 

g. Peraturan perundang – undangan lainnya yang mengatur tentang 

keuangan pusat dan daerah. 

4. Asumsi Dasar  

Menurut (SAP : 2005) Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di 

lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu 

kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan 

yang terdiri dari : 

a. Asumsi kemandirian entitas 

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun 

akuntansi, berati bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai 

unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan 

laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit 

instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. 
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  Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya 

kewenangan entitas untuk menyusun angaran dan 

melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas 

bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar 

neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas 

kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang 

piutang yang  terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana 

tidaknya program yang telah ditetapkan.  

b. Asumsi kesinambungan entitas 

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas 

pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian 

pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuiditas atas 

entitas pelaporan dalam jangka pendek. 

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang 

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan 

setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. 

Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan 

pengukuran dalam akuntansi. 

 

5. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Menurut (SAP : 2005) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan 

dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat 

standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara 
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akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta 

oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan 

yang disajikan. Berikuti ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam 

akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah : 

a. Basis Akuntansi 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan 

pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan 

pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk 

pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. 

b. Prinsip Nilai Historis 

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar 

atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut 

pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara 

kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di 

masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. 

c. Prinsip Realisasi 

Bagi Pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah 

diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal 

akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode 

tersebut. Prinsip layak temu biaya – pendapatan dalam akuntansi 

pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan 

dalam akuntansi komersial. 

d. Prinsip Substansi mengungguli bentuk formal 
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Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi 

serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau 

peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan 

substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya. 

Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/ berbeda 

dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan 

dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

e. Prinsip Periodisitas 

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu 

dibagi menjadi periode – periode pelaporan sehingga kinerja entitas 

dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat 

ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, 

periode bulanan, triwulan dan semesteran juga dianjurkan. 

f. Prinsip Konsistensi 

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang 

serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini 

tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode 

akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang 

dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru 

diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding 

metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
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g. Prinsip Pengungkapan Lengkap  

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna 

laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan 

keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. 

h. Prinsip Penyajian Wajar 

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

6. Penyusunan Laporan Keuangan 

Menurut (SAP : 2005), setelah semua transaksi – ransaksi yang 

terjadi pada suatu pemerintah daerah baik transaksi yang berhubungan 

dengan anggaran maupun dengan neraca dicatat dalam jurnal dan 

diposting ke akun di buku besarnya masing – masing. Maka dilakukanlah 

penyusunan laporan keuangan yang dimulai dari penyusunan laporan 

realisasi anggaran,  penyusunan neraca, penyusunan laporan arus kas serta 

catatan atas laporan keuangan. 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran besarnya estimasi 

pendapatan disajikan pada kolom anggaran, yang merupakan target 

yang harus dicapai untuk membiayai kegiatan pemerintahan, 

sedangkan besarnya realisasi anggaran disajikan pada kolom realisasi 

yang menunjukkan target yang dicapai pemerintah daerah. 
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Selanjutnya besarnya apropriasi belanja disajikan pada kolom 

anggaran yang merupakan jumlah maksimal yang diperkenankan untuk 

direalisasikan pemda dan begitu juga apropriasi transfer ke desa 

disajikan pada kolom anggaran yang merupakan jumlah maksimal 

yang diperkenankan untuk direalisasikan, sedangkan besarnya realisasi 

anggaran belanja dan transfer ke desa disajikan pada kolom realisasi. 

Pada anggaran penerimaan pembiayaan, besarnya estimasi 

penerimaan pembiayaan disajikan pada kolom anggaran, sedangkan 

besarnya realisasi penerimaan anggaran disajikan pada kolom realisasi. 

Untuk anggaran pengeluaran pembiayaan, besarnya apropriasi 

pengeluaran pembiayaan disajikan pada kolom anggaran sedangkan 

besarnya realisasi pengeluaran pembiayaan disajikan pada kolom 

realisasi. 

b. Neraca 

Dalam penyusunan neraca, terlebih dahulu disajikan neraca saldo 

untuk neraca pemerintah yang diambil dari buku besar masing – 

masing akun. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya 

dalam aset lancar dan nonlancar serta  mengklasifikasikan 

kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang 

dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset 

dan kewajiban yang mencakup jumlah – jumlah yang diharapkan akan 

diterima atau dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal 
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pelaporan dan jumlah – jumlah yang diharapkan akan diterima atau 

dibayar dalam waktu lebih dari 12 (duabelas ) bulan. 

c. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus kas menyajikan informasi penerimaan dan 

pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan 

berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan 

dan non anggaran. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas opersi, 

investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran 

memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan 

untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan 

setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk 

mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset non 

keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Satu transaksi tertentu bisa 

mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas. Dalam penyusunan 

laporan arus kas, sebaiknya pemerintah daerah menggunakan metode 

langsung sesuai dengan yang dianjurkan dalam SAP. 

d. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan 

keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas 

hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. 

Oleh karena itu Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi 

yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. 

Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat 
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Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk 

memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. 

Penyusunan Catatan atas laporan keuangan sebagai berikut : 

1) Kebijakan fiskal/keuangan , ekonomi makro, pencapaian target UU 

APBN/APBD, 

2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 

3) Kebijakan akuntansi yang penting 

4) Penjelasan pos-pos laporan keuangan 

5) Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan 

belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk 

entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual 

6) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran 

umum daerah 

7. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah 

Menurut (Permendagri : 2006 ) Siklus akuntansi merupakan suatu 

proses penyediaan laporan keuangan organisasi selama suatu periode 

tertentu. Alur proses siklus akuntansi keuangan daerah terdiri dari: 

a. Siklus Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah 
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Tabel 4 
Siklus Akuntansi SKPD 

 

Keterangan : 
SKPD  : Satuan Kerja Perangkat Daerah 
LK  : Laporan Keuangan 
LRA  : Laporan Realisasi Anggaran 
CALK  : Catatan Atas Laporan Keuangan 
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b. Siklus Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 

Tabel 5 
Siklus Akuntansi SKPKD 

 

Keterangan : 
SKPD  : Satuan Kerja Perangkat Daerah 
LK  : Laporan Keuangan 
CALK  : Catatan Atas Laporan Keuangan 
LRA  : Laporan Realisasi Anggaran 
LAK  : Laporan Arus Kas 
SKPKD : Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
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c. Siklus Akuntansi Gabungan Pemerintah Daerah 

Tabel 6 
Siklus Akuntansi Gabungan Pemerintah Daerah 

 

Keterangan : 
PEMDA : Pemerintah Daerah 
SEKDA : Sekretaris Daerah 
PPKD  : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
KDH   : Kepala Daerah 
 
 



 34

8.   Teori Kendala (The Theory of Constraints) atau TOC 

a. Pengertian dan Jenis Kendala 

  Pada setiap perusahaan secara langsung mengalami adanya 

keterbatasan dalam kegiatan operasionalnya sebagai suatu sumber 

daya yang terbatas atau dapat disebut dengan kendala. Sedangkan 

menurut Gunadi (2004) : 

“ Kendala adalah segala hal dalam perusahaan yang membatasinya 
untuk mencapai tujuannya “.  
 
 Adapun kendala yang timbul dapat terletak pada kapasitas mesin 

dan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. 

Ketepatan waktu dan kualitas dapat juga menjadi kendala, sehingga 

seringkali target kurang dapat tercapai. 

Menurut Hansen dan Mowen (2000:601-602), jenis kendala dapat 

dikelompokan sebagai berikut 

1. Berdasarkan Asalnya: 

a.  Kendala Internal (internal constraint) 

Kendala Internal adalah faktor-faktor yang membatasi 

perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya 

keterbatasan sumber daya manusia. 

b. Kendala eksternal (external constraint) 

Kendala Eksternal adalah faktor-faktor yang membatasi 

perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, misalnya 

permintaan pasar atau kuantitas bahan baku yang tersedia dari 

pemasok. 
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2. Berdasarkan Sifatnya 

a. Kendala mengikat (binding constraint)  

Kendala Mengikat adalah kendala yang terdapat pada sumber 

daya yang telah dimanfaatkan sepenuhnya 

b. Kendala tidak mengikat atau kendur (loose constraint) 

Kendala tidak mengikat adalah kendala yang terdapat pada 

sumber daya yang terbatas yang tidak dimanfaatkan 

sepenuhnya. 

Kaplan dan Atkinson (1998) dalam Sulistiowati (2004) menambahkan 

pengelompokan kendala dalam tiga bagian, yaitu : 

1. Kendala Sumberdaya (resource constraints) 

Kendala ini dapat berupa kemampuan faktor input produksi seperti 

bahan baku, tenaga kerja dan jam mesin.  

2.   Kendala Pasar (market resource), 

Kendala yang merupakan tingkat minimal dan maksimal dari 

penjualan yang mungkin selama dalam periode perencanaan 

3. Kendala Keseimbangan (balanced constraints)  

Kendala Keseimbangan yang diidentifikasikan sebagai produksi dalam 

siklus produksi. 

b. Konsep Dasar dalam Teori Kendala 

 Teori kendala atau theory of constraints (TOC) merupakan 

filosofi manajemen sistem yang dikembangkan oleh Eliyahu M 

Goldratt sejak awal 1980-an. TOC menyatakan bahwa kinerja 
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perusahaan (sistem) dibatasi constraints. Teori ini mengakui bahwa 

kinerja setiap perusahaan dibatasi oleh kendala-kendalanya, yang 

kemudian mengembangkan pendekatan kendala untuk mendukung 

tujuan, yaitu kemajuan yang terus-menerus suatu perusahaan 

(continious improvement). Menurut Blocler, Edward J et.al. 

(2000:17) teori ini merupakan teknik stratejik untuk membantu 

perusahaan secara efektif meningkatkan faktor keberhasilan kritis 

yang penting. Sedangkan Tersine (1994) dalam Sulistiowati (2004) 

mendefinisikan TOC sebagai suatu filosofi perbaikan terus-menerus 

yang fokusnya pada identifikasi atas kendala untuk pencapaian 

tujuan perusahaan, yaitu menghasilkan uang saat ini dan dimasa yang 

akan datang serta untuk menetapkan suatu proses perbaikan terus-

menerus. Dengan kata lain, TOC memusatkan perhatian pada 

kendala-kendala atau hambatan yang dapat memperlambat proses 

produksi. Menurut TOC jika hendak meningkatkan profitabilitas 

perusahaan secara keseluruhan, maka manajer perlu mengidentifikasi 

kendala-kendala yang ada, mengeksploitasinya dalam jangka pendek 

dan dalam jangka panjang menemukan cara bagaimana mengatasi 

kendala tersebut. 

c. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal 

Menurut SAP : 

“Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah 
setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang 
ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dari laporan keuangan 
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yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan 
kepraktisan.” 

 

Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi 

dan laporan keuangan pemerintah, yaitu : 

1. Materialitas 

 Walaupun idenya memuat segala informasi, laporan 

keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang 

memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material 

apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam 

mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. 

2. Pertimbangan biaya dan manfaat 

 Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi 

biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan 

pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang 

manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun 

demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses 

pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul 

oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat 

mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka 

yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi 

lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang 

dipikul oleh suatu entitas pelaporan. 
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3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif 

  Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan 

untuk mencapai suatu keseimbangan  yang tepat di antara berbagai 

tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh Laporan keuangan 

pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristisk dalam berbagai 

kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan 

tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut 

merupakan masalah pertimbangan profesional. 

9. Pengertian Sumber Daya Manusia 

Menurut Indra (1999),  

“ Sumber Daya Manusia adalah Manusia yang hidupnya 
bergantung pada dan dipengaruhi oleh lingkungan yang berkepentingan 
dan memerlukan sumber dari lingkungan, bahkan berhak diperlakukan 
seadil – adilnya oleh lingkungan atau penduduk yang siap, mau dan 
mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan 
organisasional.” 
 

Sumber daya manusia berkualitas tinggi adalah SDM yang mampu 

menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga kompetitif generatif-

inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti : intelligence, 

creativity dan imagination, tidak lagi semata-mata menggunakan energi 

kasar seperti otot dan sebagainya. 

10. Pengertian Pelatihan 

 Menurut Bernandian & Russel ; 

 “ Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi 
pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi 
tanggungjawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan 
pekerjaannya. “ 
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 Supaya efektif, pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman 

belajar, aktivitas – aktivitas yang terencana dan didesain sebagai jawaban 

atas kebutuhan – kebutuhan yang berhasil diidentifikasikan. Pelatihan 

sering dianggap sebagai aktifitas yang paling dapat dilihat dan paling 

umum dari semua aktivitas kepegawaian. Para majikan menyokong 

pelatihan karena melalui pelatihan para pegawai akan menjadi lebih 

trampil dan karenanya lebih produktif, sekalipun manfaat-manfaat tersebut 

harus diperhitungkan dengan waktu yang tersita ketika para pegawai 

sedang dilatih. Para pekerja menyukai pelatihan karena pelatihan 

membebaskan diri dari pekerjaan mereka atau meningkatkan kecakapan 

yang bisa digunakan untuk menguasai kedudukan yang sedang mereka 

duduki atau yang akan mereka duduki. Jadi pelatihan hanya bermanfaat 

dalam situasi dimana para pegawai kekurangan kecakapan dan 

pengetahuan. Pelatihan tidak dimaksudkan untuk menggantikan kriteria 

seleksi yang tidak memadai, ketidaktepatan rancangan pekerjaan atau 

imbalan organisasi yang tidak memadai. Pelatihan lebih sebagai sarana 

yang ditujukan pada upaya untuk lebih mengaktifkan kerja para anggota 

organisasi yang kurang aktif sebelumnya, mengurangi dampak-dampak 

negatif yang dikarenakan kurangnya pendidikan, pengalaman yang 

terbatas atau kurangnya kepercayaan diri dari anggota atau kelompok 

anggota tertentu. 
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11. Pengertian Bendahara  

a. Bendahara Umum Daerah (BUD) 

 Menurut (SAP : 2005) 

 “ Entitas Pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus 
kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Unit 
organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang 
ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah.” 
 

 Menurut (Permendagri : 2006) 

 “ Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah, 
yang selanjutnya disingkat BUD”. 
 
Tugas BUD menurut (Permendagri : 2006) adalah : 

a. menyiapkan anggaran kas 

b. menyiapkan surat penyediaan dana (SPD) 

c. menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) 

d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekeyaan daerah 

e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank 

dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk 

f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan 

APBD 

g. menyimpan uang daerah 

h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola investasi 

daerah 

i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna 

anggaran atas beban rekening kas umum daerah 

j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah 



 41

k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah 

l. melakukan penagihan piutang daerah. 

b. Bendahara Penerimaan 

  Menurut (Permendagri : 2006) 

“Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)” 

. 

c. Bendahara Pengeluaran 

 Menurut (Permendagri : 2006) 

  “ Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangkat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)”.  

 

B. Kerangka Konseptual 

Jalur konsep ini adalah melihat proses penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Pemerintah Kota Padang dalam penyajian Laporan Keuangan 

dan kendala – kendala yang dihadapi dalam proses penerapan SAP. 

Berdasarkan kajian teori dan permasalahan yang dibahas, maka kerangka 

konseptual dalam pembahasan masalah ini adalah prose penerapan SAP yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dan kendala – kendala yang dihadapi 

oleh Pemerintah Kota Padang dalam proses penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah dalam penyajian laporan keuangan. 
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Gambar 1 

Kerangka Konseptual 
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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.   KESIMPULAN 

Dari analisis dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya 

dapat diambil kesimpulan tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Kota Padang dalam penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut : 

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan oleh Pemerintah 

Kota Padang pada bulan Oktober 2007 dan sosialisasinya pada bulan 

November. Padahal awal tahun 2007 Pemerintah kota seharusnya wajib 

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dari tujuh dinas yang 

diteliti baru ada satu dinas yang tuntas menyelesaikan laporan keuangan 

yaitu Dinas Perindustrian & Perdagangan, selebihnya baru pada tahap 

penjurnalan. Untuk laporan arus kas sampai berakhirnya waktu penelitian 

belum diselesaikan oleh Bendahara Umum Daerah.  

2. Kendala-kendala  yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang yaitu 

pertama Sumber Daya Manusia  dibidang keuangan latar belakang 

pendidikannya banyak yang bukan dari akuntansi, sehingga memiliki 

kesulitan dalam memahami pencatatan dan siklus akuntansi yang 

menyebabkan penyusunan Laporan Keuangan tidak tepat waktu, hal ini 

bisa kita lihat beberapa dinas baru sampai pada jurnal atau neraca. Dinas 

yang latar belakangnya dari akuntansi hanya terdapat pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan. Kendala kedua yaitu kurangnya pelatihan 

yang diberikan oleh Pemerintah kota Padang dan hanya memberikan klinik 
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akuntansi kepada tiap – tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa 

konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah.  Kendala 

ketiga yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan 

sosialisasinya terlalu dekat. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

dilakukan pada bulan Oktober tahun 2007, sedangkan disosialisasikan baru 

pada bulan November tahun 2007, padahal butuh waktu yang cukup lama 

untuk memahami penyusunan laporan keuangan.  

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran kepada 

Pemerintah Kota Padang sebagai berikut : 

1. Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan jauh hari sebelum 

keharusan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga ada 

tenggang waktu untuk memahami Standar Akuntansi Pemerintahan, 

apalagi Sumber Daya manusia latar belakang pendidikannya bukan dari 

akuntansi 

2. Pemerintah Kota Padang lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusianya dengan cara pertama memberikan beasiswa pendidikan 

kepada Bagian keuangan khususnya untuk melanjutkan studinya sesuai 

dengan pekerjaannya. Sumber Daya Manusia harus dibekali pengetahuan 

akuntansi, baik di tingkat Pimpinan maupun karyawan supaya tidak ada 

salah komunikasi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Kedua Pemerintah Kota Padang, sebaiknya sering memberikan pelatihan-

pelatihan mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan  dan 
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mengenai keuangan kepada Dinas-dinas atau kepada SKPD-SKPD. Dan 

dalam memberikan pelatihan tersebut Pemerintah kota Padang sebaiknya 

memberikan kesempatan minimal dua orang atau lebih.  
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